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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

   Pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan penelitian yaitu 

sebagai berikut:  

 

1.   Dalam pelaksanaan restorative justice apabila dikaitkan dengan sistem peradilan 

pidana anak, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan restorative justice 

yang dilakukan memiliki arti penting bagi masyarakat, dikarenakan proses ini dapat 

menjadi suatu proses yang benar-benar akan menyeimbangi keadaan dengan adanya 

keadilan yang dapat dirasakan korban maupun pelaku. Hal ini dikarenakan mekanisme 

yang diterapkan oleh pendekatan atau konsep restorative justice lebih mengedepankan 

konsep perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi di mana pelaku, korban,  aparat  penegak  

hukum  dan  masyarakat luas berpartisipasi  secara  langsung  dalam  menyelesaikan  

perkara  pidana  tentunya berbanding  terbalik atau  bertentangan  dengan  sistem  

peradilan  pidana  tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga 

saat ini. Pelaksaan restorative justice disimpulkan dapat menjadi penyeimbang bagi 

anak yang berkonflik dengan hukum. Penyeimbangan keadaan ini menjadi penting bagi 

anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan diharapkan dapat mengembalikan 

keadaan yang tidak kondusif menjadi lebih baik. Lebih baik berarti hak korban tidak 

diabaikan, tetapi korban juga dapat hidup tenang dikarenakan pelaku dianggap 

mendapat suatu pembelajaran yang dapat membuat dirinya sendiri menjadi lebih baik 

dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum itu terhadap orang lain. 

 

2. Sesuai wawancara yang penulis lakukan dengan petugas lapas Sukamiskin, Bapak Fikri 

Imani dan anak didik LPKA Sukamiskin berinisial T, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan penerapan restorative justice  dalam LPKA dengan tidak adanya regulasi 

belum maksimal untuk diterapkan. Penerapan yang dilakukan masih sangat beragam 

dan dilakukan dengan mengikuti kultur hukum .Pemulihan dilakukan secara berkala 

untuk memulihkan keadaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat 

mendapatkan bimbingan untuk dapat hidup dalam masyarakat dengan baik.  Pemulihan 

yang bertujuan untuk memulihkan tetapi tidak melupakan perlindungan anak 

memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperoleh keseimbangan 
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kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan 

hukumnya. Pemulihan yang dilakukan lebih menfokuskan terhadap pemulihan secara 

religius atau bersifat keagamaan. Pemulihan religius dapat dikatakan menjadi 

komponen penting dalam melakukan pemulihan apabila anak tersebut memiliki suatu 

kepercayaan dan mempercayai bahwa  untuk diterima kembali dalam lingkungan 

masyarakat  ialah dengan melakukan pemulihan secara rohani. Tetapi pemulihan secara 

rohani bukan satu satunya cara untuk memulihkan keadaan tersebut, pemulihan lainnya 

seperti pendidikan, olahraga, bahkan konseling yang dilakukan oleh BK BAPAS, tetapi  

konseling yang dilakukan masih belum maksimal dikarenakan fasilitas yang konseling 

yang ada belum memadai.  Konseling sebenarnya memiliki peran penting dalam 

pemulihan yang dilakukan bagi anak didik dikarenakan anak didik sebenarnya 

membutuhkan suatu arahan dikarenakan mungkin sebelumnya tidak ada yang 

mengarahkan sehingga diperlukan peran psikolog untuk bisa memberi arahan dan 

mengetahui apa yang salah sehingga anak didik bisa berakhir di LPKA dan diharapkan 

bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan tidak adanya regulasi khusus yang 

mengatur bagaimana cara penerapan restorative justice itu sendiri dalam LPKA maka 

hal tersebut masih beragam cara penerapannya. Beragam disini ialah penerapan yang 

dilakukan dalam satu LPKA mungkin saja berbeda dengan LPKA lainnya sehingga 

penerapan yang dilakukan mungkin hanya sebatas bagaimana sistem dalam LPKA 

tersebut telah lama dilakukan. 

 

 

5.2 Saran 

1.  Berdasarkan  wawancara yang dilakukan penulis oleh beberapa narasumber, 

penerapan restorative justice yang dilakukan dalam LPKA dengan tidak adanya 

regulasi khusus yang mengaturnya masih belum maksimal untuk dilakukan 

dikarenakan tidak adanya regulasi atau peraturan khusus yang mengaturnya sehingga  

masih menjadi suatu kultur hukum atau budaya hukum sehingga dalam pelaksanaannya 

hanya mengikuti kebiasaan yang biasa dilakukan dalam LPKA tersebut. Diharapkan 

kedepannya penerapan restorative justice dalam LPKA ini dapat menjadi suatu 

komponen berupa regulasi tertulis sehingga para aparat penegak hukum serta 

masyarakat memahami pentingnya penerapan restorative justice bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum. Diharapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Nomor 11 Tahun 2012 dapat diperbarui dengan mencamtukan peraturan mengenai 

penerapan restorative justice  dalam LPKA, tidak hanya sebelum anak masuk ke 

pengadilan seperti sekarang sehingga pemulihan yang dilakukan benar-benar akan 
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membuat diri anak didik tersebut dapat kembali dan menjalani hidup lebih baik ketika 

kembali ke masyarakat.  

2. Konseling merupakan komponen penting dalam pemulihan dengan pendekatan 

restorative justice, tetapi dalam LPKA konseling yang dilakukan oleh BK BAPAS atau 

psikolog masih belum maksimal dikarenakan fasilitas konseling itu sendiri masih 

minim. Diharapkan kedepannya fasilitas konseling bagi anak didik difasilitasi dengan 

lebih baik, dikarenakan anak didik yang berada di LPKA perlu sekali untuk diarahkan 

dan dipulihkan secara mental dikarenakan mungkin sebelumnya tidak ada yang 

mengarahkan sehingga diperlukan peran psikolog untuk bisa memberi arahan dan 

mengetahui apa yang salah sehingga anak didik bisa berakhir di LPKA dan diharapkan 

bisa kembali ke masyarakat dengan baik. 
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